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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 955 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI LAHAN KONTRIBUSI PADA

KAWASAN PANTAI KITA DAN PANTAI MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan lahan
kontribusi pada Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju oleh
PT Jakarta Propertindo sesuai penugasan berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 153 Tahun 2018, perlu penunjukan lokasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Lokasi Lahan Kontribusi pada Kawasan
Pantai Kita dan Pantai Maju;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 28);
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6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor
301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LOKASI LAHAN
KONTRIBUSI PADA KAWASAN PANTAI KITA DAN PANTAI MAJU.

Menunjuk lokasi lahan kontribusi Kawasan Pantai Kita dan
Pantai Maju pada satu kawasan yaitu pada Kawasan Pantai Kita
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lahan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
seluas 5% (lima persen) dari total luas kotor area yang telah
menjadi daratan yaitu £ 20,75 ha (lebih kurang dua puluh koma
tujuh lima hektar) dengan rincian luas lahan kontribusi pada
Kawasan Pantai Kita seluas + 5,15 ha (lebih kurang lima koma
satu lima hektar) dan luas lahan kontribusi pada Kawasan Pantai
%aﬂu ?eluas t 15,6 ha (lebih kurang lima belas koma enam
ektar).

Sebelum dilakukan penyerahan lahan kontribusi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dari pemegang izin pelaksanaan
reklamasi kepada Pemerintah Provinsi %KI Jakarta, maka
pemegang izin pelaksanaan reklamasi harus berkoordinasi
dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi
DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan
pengukuran lapangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
gal 9 September 2020

AERAH KHUSUS
JAKARTA,

ES BASWEDAN

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Walikota Jakarta Utara

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda

Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo
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